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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidike
Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dir
sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan
atau panduan untuk memudahkan mencapai tujuan yang
dicapai secara terukur. Keterkaitan antara perencanaan c
dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan
akan mempermudah pengembangan pembiayaan bersama

program-program yang akan dilakukan.

Sebagai sebuah dokumen yang utuh, Renstra tidak berdiri
atau terpisah dari rencana pembangunan keseluruhan
kabupaten. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidika
Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 202
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan kab
yang terkait dengan sektor —sektor lain. Dokumen ini men
latar belakang tentang pentingnya dilakukan penyusunan R
Strategis (Renstra), yang terdiri dari gambaran kondisi pend
issue-issue strategis, arah dan kebijakan pendidikan, visi da
tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, serta program, k
dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab
Lampung Barat.

Atas jasa, bantuan, kerjasama, kritik, dan saran yang ba
semua pihak dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan
kasih.

Liwa, 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuc
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BAB I
AHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang
disingkat dengan RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan
periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai denga
fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM
bersifat indikatif. Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah ad:
sistem perencanaan daerah agar program dan kegiatan pembangt
menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mude
serta dapat terukur pencapaian hasilnya. Proses penyusunan Re
Pendidikan Dan Kebudayaan ini diawali dengan penyusunan Tim F
yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupate
Barat. Renstra merupakan dokumen perenanaan untuk jangka we
tahun yang mengacu merupakan penjabaran dari RPD Kabupatc

Barat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Nega:
Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Nega
Republik Indonesia (NKRI} adalah mencerdaskan kehidupan bang
dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut ¢
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pas
mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menye
satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nas:
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mat
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus

mampu
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta re
efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan se:
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untu
dilakukan pembaharuan pendidikan secara

terencana, te:

lanjutnya
°D untuk
cebijakan,
‘ugas dan
aerah dan
‘h sebagai
an daerah
dipantau,
~tra Dinas
“stra OPD
b Bagian
Lampung
*a 5 (lima)
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Kesatuan

Sejalan
antaranva
32, juga
nggarakan
1al untuk
Esa serta

g diatur

menjamin
vansi dan
ai dengan
itu, perlu
rah, dan
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berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap w.
Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak
pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang
tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis,
gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan ake
warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skil:
mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta
madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaiman
diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Nasional.

Era otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya Und
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Und
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undan
mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pe
daerah di Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan kewenar

setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah saat ini mempunyai kewenang

menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, P
pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan sta:
dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta ag:
upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakuk:
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar s
yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

penylapan  perencanaan  pembangunan  sangat  diperluk
mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan <

khususnya di Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam mengantisipasi dan menyikapi perubahan
pembangunan melalui semangat otonomi daerah sebagaimana d
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem F
Pembangunan Nasional, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaar

Lampung Barat harus mempunyai arahan yang jelas, te

sa negara
~mperoleh

~milikinya

ama, dan
membuat

sehingga
asyarakat
ang telah

endidikan

g-undang
g-undang
amerintah
n lainnya
erintahan

n kepada

untuk

sncanaan,

ar, norma

.ar negeri,

.a. Dalam

melalui
nber daya
Intuk itu

untuk

g terjadi

varadigma

manatkan

erah dan
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berkesinambungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsiny:
perencanaan pembangunan dengan tetap mengacu kepada

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat '
— 2026, sehingga dapat terjadi sinkronisasi antar semua sektor pe
dalam suatu sistem yang sinergis dalam upaya melaksanakan
mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertua
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lam;

tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang |
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pe
Daerah dinyatakan bahwa setiap satuan kerja perangkat da
diwajibkan menyusun rencana strategis satuan Kkerja perang
(Renstra-OPD). Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lan
sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mumpunyai tugas
dalam perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
perlu menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai arahan ki
kurun waktu lima tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun
semua program dan kegiatan pembangunan daerah menjac
terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau,
terukur pencapaian hasilnya. Penyusunan Renstra-OPD ini sedap
mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumber daya yang
efektif dan berkelanjutan untuk pembangunan, terutama di bidang

dan Kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Pendidikan Dan |
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 adalah sebagai berik:

Landasan hukum Renstra Dinas

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan
Lampung Barat;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Nasional ;

‘dalam hal

da Dasar

thun 2023

rangunan
nisi serta

di dalam

ng Barat

‘aksanaan

ata Cara
angunan
ah (OPD)
it daerah
Ang Barat
i fungsi
~ndidikan
ja untuk
022, agar
terpadu,
rta dapat
mungkin
Jda secara

endidikan

nudayaan

.abupaten

1 Negara
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaar
Negara;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung jawab Keuangahun Negara (Lembaran Negar
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nega:
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan I
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangar
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nc¢
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembe
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemb:
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas |
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangar
3 Tahun 2007

Pemerintah Daerah Kepada

Peraturan Pemerintah Nomor

tentan
Penyelengaraan Pemerintah
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indor
2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
4693);

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentar
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T
Nomor 517);

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pe

neuangan

ngelolaan
Republik
Republik

ierah;

Keuangan
un 2004
o1 4438);

'ngelolaan

embinaan
n Negara

in Negara

rmendagri
Jaerah;
Laporan
Laporan
erwakilan
cmerintah
sia Tahun
sia Nomor
ata Cara

Rencana

I tentang
Tahapan,
- Rencana

wun 2010

‘ata Cara
Tata Cara

nangunan
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanugnan Jangka
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangun
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah L
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 T:
tentang Urusan Pemerintah vang menjadi Kewenangan

Kabupaten Lampung Barat,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 T
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung BE
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 1
Nomor 1};

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 T
tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung B
2013 Nomor 1},

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 T
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dii
Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lan
Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan peratu
Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014 (Lemba
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentas
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 20:
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 20:
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupate;

Barat, disusun untuk menjadi arah organisasi yang mencakup

tujuan, sasaran dan program yang harus dijalankan oleh aparatur

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, sekaligt

Jenengah
Jangka

crah, dan

un 2008

‘merintah

rganisast

an 2012
at Tahun
wn 2012

an 2013
ang Barat

at Tahun

un 2008
s Daerah
Aing Barat
.n Daerah

1 Daerah

Rencana

Tentang
Tentang

ata Kerja

Lampung
181,  mist,
ada Dinas

berfungsi
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sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai as
ada. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Lampung Barat dimaksudkan sebagai salah satu indikator didale
kinerja aparatur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam me
tugas dan fungsi Pelaksanaan Pendidikan di Daerah Kabupate;

Barat.

1.3.2. Tujuan

Renstra ini bertujuan untuk :

a. Menjadi pedoman pembangunan bidang Pendidikan dan |
sehingga dapat lebih efesien dan efektif serta mempertaja
pembangunan pendidikan berdasarkan berbagai permasalahan
di Kabupaten Lampung Barat;

b. Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Lampung P

rentang waktu lima tahun,

c. Menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendi

Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
1.4, Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (REDN
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan

penyajian sebagai berikut :
BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perang)
fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pe
daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L d
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daer:
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yan

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangai

rasi yang
abupaten
. evaluasi
iksanakan

Lampung

pudayaan
program

aendidikan

:an fungsi

at dalam

kan Dan

'RA-OPD)

istematika

t Daerah,
nangunan
eterkaitan

. Renstra

‘merintah,
mengatur

Perangkat



Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam ¢
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari ¢
Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perang
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meng.
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daec
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capa
penting vang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perang
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJV

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang mas

dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pe
Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, s
tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepal:
Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daera
untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan te
Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya y:
Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha
operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perang
berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daer:

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ata

yusunan

iyusunan

‘erangkat

1. Daerah
8 secara
:h dalam
n-capaian
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dihadapi

bentukain
ta uraian
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2.4.

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lain
MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstr
Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) c
Perangkat Daerah provinsi {untuk kabupaten/kota), has
terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang be
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. I
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelay:
dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKA

3.1.

3.2.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhiny
Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanau
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perang
ditinjau dari:
a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangk
provinsi/kabupaten/kota;
d. implikasi RTRW bagi pelavanan Perangkat Daerah; dan
e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strateg
penentuan isu -isu strategis tersebut. Dengan demikian, pad
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang aka

melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

Tujuan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuar
Daerah.

‘a seperti

aerah

K/L dan
. Renstra
telaahan
m plikasi
elayanan
gian ini
ebutuhan

an  yang

JAERAH

Jelayanan

velayanan

PYerangkat

at Daerah

Daerah

dan hasil
bagian ini

ditangani

Perangkat



4.2. Sasaran
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran ‘erangkat

Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi :an arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANA.: I
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah = ng secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Da +h dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung -ncapaian

tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEI TDAYAAN
KABUPATEN LAMPU G BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamp g Barat
merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang per jangunan
pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, ber -dudukan
dibawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris D ‘rah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pend :xan dan
Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penc ikan dan
Kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umu  dibidang
pendidikan dan Kebudayaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebt ayaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang ondidikan

dan Kebudayaan.

Adapun perincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan .abupaten

Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

(1) Dinas merupakan unsur Penunjang urusan pemerintaha dibidang
pendidikan dan kebudayaan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di «wah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris.

10



Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 53

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membez tu Bupati
melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pendid :an dan
Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas p nbantuan
yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pa: . ayat (1)
Dinas menyelenggarakan fungsi :

b.
C.
s 8

€.

f.

perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayas
pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudaya: 1
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pendi kan dan
Kebudayaan;

pelaksanaan administrasi bidang Pendidikan dan Kebuday: n;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan ses¢ ai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada h sebagai
berikut:

a.
b.

g
h.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelengga: an Tugas
Pembantuan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mer jawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawabhi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kebudayaan, membawahi:

1. Seksi Cagar Budaya dan Museum,

2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:

1. Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidik Ana Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal;

2. Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Das r; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di mpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung ja ab kepada
Kepala Dinas.
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Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ya
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub B
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf ¢, huruf d, !
huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada
dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dil
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada mas
Bidang dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada d
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pac
huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sel
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dim:
ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaks
Dinas Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung ja\
Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan |
sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan t
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudaya

pada Gambar 2.1 dibawah ini :

- e dan f.
; berada

san yang

ruf e dan
wah dan

~kretariat
vah dan

g-masing
awah dan

avat (1)
gai Ketua

sud pada
1a Teknis
b Kepada

oudayaan
gian tidak

. terdapat
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